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EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN 
KREDIT MACET DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI 




Abstrak : Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di PT.Adira Dinamika Multi Finance 
Kota Jayapura dalam hal cara eksekusi terhadap benda yang menjadi objek 
jaminan fidusia belum dilaksanakan sebagaimana semestinya. Sehingga akibat 
dari pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia belum 
dilaksanakan sepenuhnya khususnya ayat (2) maka setiap janji untuk 
melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia 
dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan batal demi hukum. 
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PENDAHULUAN 
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional 
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945, dalam rangka meneruskan pembangunan baik 
pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum 
memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, 
meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam meminjam2. 
Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan sarana 
yang cukup penting yaitu sarana pendanaan. untuk memperoleh dana tersebut 
                                                             
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
2 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum, Universitas 
Diponegoro, Semarang, 2008, Hlm: 32. 
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adalah melalui jasa perbankan yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak bank 
atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya. Sebelum pemberian kredit itu 
direalisasikan dan diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan kepada debitur 
maka bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditur melakukan penilaian 
terlebih dahulu terhadap debitur sehingga bank atau lembaga pembiayaan 
mempunyai keyakinan akan kemampuan dan kepribadian dalam hal 
pengembalian kredit pada waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain bank 
atau lembaga pembiayaan sebagai kreditur mensyaratkan adanya suatu jaminan 
dari debitur. 
Jaminan fidusia sebenarnya telah dikenal sejak zaman Romawi, dan di 
Negeri Belanda diakui oleh Hoge Raad mula-mula dalam Arrest tangggal 25 
Januari 1929 (Bierbrouwern Arrest). Untuk pertama kali di Indonesia lembaga ini 
dikenal melalui yurisprudensi tahun 1932 dalam perkara antara Bataafsche 
Petrolum Maatschappij melawan Pedro Clignett, dimana Hoggerechtschof 
(Mahkamah Agung pada waktu itu) menyatakan penyerahan hak milik secara 
Fidusia atas barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang kepada kreditur 
yang sah3. 
Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada 
kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa 
benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda 
jaminannya dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan4. 
                                                             
3 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga 
Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Pelaksanaannya Di Indonesia, Fakultas Hukum 
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 1977, Hlm: 73. 
4Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain 
yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penetapan Asas Pemisahan Horizontal, PT.Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm:287. 
Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian….. Ariyanto 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2013 73 
 
salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah 
dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu 
tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia. 
Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutangan, Undang- 
Undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan 
mengenai semua harta debitur. Adanya jaminan bagi debitur tersebut adalah 
demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal, disinilah 
pentingnya lembaga jaminan5. dalam prakteknya pihak bank atau lembaga 
pembiayaan sebagai kreditur lebih menyukai jaminan kebendaan mengingat 
jaminan ini lebih menguntungkan pihak kreditur karena sifat dari jaminan ini 
memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik yaitu mempunyai hak-
hak jaminan khusus. 
Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh 
penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan 
kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) 
memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk 
ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa 
melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia6. Secara umum eksekusi 
merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka 
pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda- benda 
tertentu milik debitur. 
                                                             
5 Sri Soedewi Maschjoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum 
Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 2OO3, Hlm:2. 
6 J.Satrio,“Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1991, Hlm :319. 
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Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah 
pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan daripada eksekusi adalah 
pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda 
tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan7. 
Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila 
dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan 
mengandung kepastian hukum. Misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika 
Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri objek jaminan 
fidusia asal dapat dihindari perkelahian/percekcokan (breaking the peace). 
Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan 
dilakukan dengan itikad baik8. Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan 
utang juga harus memenuhi unsur-unsur cepat, murah, dan pasti. Sebab selama 
ini (sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia) tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, sehingga 
tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkannya bahwa 
eksekusi fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan 
dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal, dan melelahkan9. 
Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal debitur 
(Pemberi Fidusia) cidera janji, maka kreditur (Penerima Fidusia) dapat langsung 
melaksanakan eksekusi. Ketentuan ini lebih didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang 
merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 
                                                             
7 Ibid, Hlm:320. 
8 Munir Fuady, “JaminanFidusia”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Bandung 
2000, Hlm:57 
9 Ibid, Hlm:57. 
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Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada titel eksekutorial 
dalam Sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-Irah inilah yang 
memberikan title eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut 
dengan putusan pengadilan. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek 
jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara : 
a. Pelaksanaan titel eksekutorial 
b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan 
penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutang dari hasil penjualan 
c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi 
dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi 
yang menguntungkan para pihak. 
Jadi prinsip dari dilaksanakannya eksekusi adalah bahwa perjualan benda 
yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui suatu lelang dimuka 
umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal 
tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia10.  Dengan demikian 
lembaga jaminan perlu mendapat perhatian serius sehubungan dengan 
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktek kehidupan masyarakat 
dalam rangka pembangunan Indonesia khusunya dalam bidang hukum, karena 
perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh kebutuhan 
akan kredit atau pinjaman. 
                                                             
10 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “ Jaminan Fidusia”, PT.Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2007, Hlm:52. 
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Berdasarkan uraian latar belakang, Eksekusi Jaminan Fidusia pada 
PT.Adira Multi Dinamika Finance Kota Jayapura sering terjadi kesulitan dalam 
hal eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT.Adira Multi Dinamika 
Finance Kota Jayapura. sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai 
Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT.Adira Multi 
Dinamika Finance Kota Jayapura”. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Jaminan Fidusia 
Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam 
memberikan jaminan uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa 
debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan 
hutangnya11. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang 
dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik 
yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. 
Khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai 
agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 
Dari pengertian pasal 1 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia diatas, dapat diidentifikasi unsur-unsur Jaminan Fidusia meliputi adanya 
hak jaminan, adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun 
                                                             
11 Oey Hoey Tiong, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia 
Indonesia, Jakarta 1984, Hlm:21. 
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yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak 
dapat dibebani hak tanggungan; benda yang menjadi obyek jaminan tetap 
berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada penerima fidusia. 
Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu 
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi 
prestasi12. Konsekuensinya, pemberian Jaminan Fidusia itu dengan sendirinya 
berakhir atau hapus apabila perjanjian pokoknya hapus, antara lain yang terjadi 
karena adanya pelunasan. 
 
Hapusnya Jaminan Fidusia 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 
jaminan fidusia ini merupakan perjanjian accessoir/perjanjian ikutan yang 
dimaksudkan untuk mendukung perjanjian pokoknya dari perjanjian dasar yang 
menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 
Sebagaimana suatu perjanjian accessoir dari jaminan fidusia demi hukum 
hapus, bila utangnya pada perjanjian pokok, yang menjadi sumber lahirnya 
perjanjian penjaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan fidusia 
menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena: 
1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. 
Sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan 
fidusia tercantum pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila 
piutang tersebut habis karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya 
                                                             
12 Purwahid patrik dan Kashadi, Op.Cit, Hlm:36. 
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jaminan fidusia yang bersangkutan hapus, dan hapusnya utang ini 
dapatdibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya hutang yang 
berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor. 
Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat 
berupa : 
a. Utang yang telah ada; 
b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah di perjanjikan dalam 
jumlah tertentu. utang yang akan timbul dikemudian hari, misalnya utang 
yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk 
kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank; 
c. Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan 
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi. Utang 
dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya 
yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian13. 
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia 
Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijaminkan dengan 
fidusia,maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia 
oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia 
sebagaiyang memilikki hak atas fidusia tersebut bebas untuk 
mempertahankan atau melepaskan haknya. 
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 
Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak akan 
menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila benda 
                                                             
13 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.,Cit, Hlm:156-157. 
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yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut 
diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia. 
 
Eksekusi Jaminan Fidusia 
Dalam hubungan hutang piutang, di mana ada kewajiban berprestasi dari 
debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar 
terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam 
hubungan hutang piutang yang sudah dapat ditagih (Opeisbaar), jika debitur tidak 
memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut 
pemenuhan piutangnya (hak verhaal;hak eksekusi) terhadap harta kekayaan 
debitur yang dipakai sebagai jaminan14. 
Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia, apabila debitur wanprestasi yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat 
dilakukan eksekusi dengan cara: 
a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 
Ayat (2) oleh Penerima Fidusia; 
b. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan 
Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 
c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 
Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh 
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; 
                                                             
14 Sri Soedewi Masjchon Sofwan, “Beberapa Pembuatan Usulan Penelitian, 
Sebuah Panduan Dasar”, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1980, Hlm:31. 
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Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitur wajib 
menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila debitur tidak 
menyerahkan jaminan fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, 
kreditur berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut 
dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang. 
Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda 
perdagangan atau efek yang dapat diperjual belikan di pasar atau bursa, 
penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai seluruh sisa seluruh utang debitur, 
kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur, namun apabila 
hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap 
bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar. 
 
Pengertian Kredit Macet 
Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan 
pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena 
kondisi diluar kemampuan debitur. Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit 
macet bilamana15: 
1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit 
diragukan; atau 
                                                             
15http://pujastinidewi.blogspot.com/2013/03/kredit -macet-dan -
penyelesaiannya.html?m=1, di akses: 18-12-2012.  
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2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 
bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi 
pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau 
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah 
diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara 
(BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan 
asuransi kredit. 
 
Cara Penyelesaian Kredit Macet 
Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan 
macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut16 : 
1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang) 
yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran 
dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya 
angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan 
ini oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya, melainkan hanya kepada 
debitur yang menunjukan itikad dan karakter yang jujur dan memilikki 
kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Disamping itu, usaha debitur 
juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. 
2. Reconditioning (Persyaratan Ulang) 
yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak 
terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku 
bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dengann 
                                                             
16 http://pujastinidewi.blogspot.com/2013/03/kredit -macet-dan -
penyelesaiannya.html?m=1, di akses: 18-12-2012 
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persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk 
penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit 
menjadi „equity‟ perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka, dan 
„cooperative‟ yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan 
diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya 
dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang. 
3. Restructuring (Penataan Ulang) 
yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut : Penambahan dana 
bank, Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi poko kresit 
baru, Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank 
atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan. 
 
Cara Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia di PT.Adira Dinamika Multi 
finance Kota Jayapura 
 
Pada umumnya eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dalam 
penyelesaian kredit macet di PT.Adira Dinamika Multi finance Kota Jayapura 
sama halnya dengan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang berlaku di 
lembaga pembiayaan lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 42 
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 
Menurut Harun17 selaku Head Collection (Kepala Penagihan dan 
Eksekusi) di PT.Adira Dinamika Multi finance Kota Jayapura, bahwa terkait 
dengan cara eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit 
                                                             
17 Wawancara Bpk.Harun selaku Head Collection (Kepala Penagihan dan 
Eksekusi) PT.Adira Dinamika Multi Finance Kota Jayapura 
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macet pada PT.Adira Dinamika Multi finance Kota Jayapura antara lain sebagai 
berikut : 
1. Pelaksanaan title eksekutorial. 
Pelaksanaan title eksekutorial yang dimaksud adalah sebagaimana 
yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
Tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial 
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
Berkaitan dalam hal ini pelaksanaan title eksekutorial di PT.Adira 
Dinamika Multi finance Kota Jayapura melalui 2 cara yakni penarikan 
kendaraan dan penggantian pelunasan. 
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan 
Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. 
PT.Adira Dinamika Multi finance Kota Jayapura dalam melaksanakan 
penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 
Penerima Fidusia melalui pelelangan umum. Dan dalam proses penjualan 
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dilakukan PT.Adira melalui media 
internet dengan menggunakan proses penjualan secara online dan 
sebagainya serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 
tersebut. 
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3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepa katan 
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh 
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 
PT.Adira Dinamika Multi finance Kota Jayapura dalam melakukan 
proses penjualan dibawah tangan atas dasar kesepakatan dengan penerima 
fidusia sehingga diperoleh harga tertinggi serta menguntungkan para pihak. 
Dalam hal ini Pihak Adira Dinamika Multi finance Kota Jayapura maupun 
Pihak Penerima Fidusia. 
Eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit 
macet umumnya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU No 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun isi pasal 29 antara lain18: 
Pasal 29 ayat (1) : Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi 
terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 
cara : 
a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(2) oleh penerima fidusia; 
b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan 
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 
c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh 
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 
                                                             
18 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 
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Berkaitan dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia di PT.Adira Dinamika 
Multi Finance Kota Jayapura telah sesuai dengan pasal 29 ayat (1) yaitu 
melaksanakan title eksekutorial sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat 2 
yang menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia nilainya sama dengan 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, melakukan 
penjualan benda obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. Akan tetapi, 
Pasal 29 ayat (2) : Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan oleh 
pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan 
diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 
bersangkutan. 
Dalam hal ini Pelaksanaan penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 29 ayat (2) belum sepenuhnya dilaksanakan PT.Adira Dinamika Multi 
Finance Kota Jayapura yakni pelaksanaan penjualan dilakukan sebelum lewat 
waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan oleh pemberi dan penerima fidusia 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 
(dua) surat kabar yang beredar di daerah. 
Sehingga penulis berpendapat, akibat dari pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 
1999 Tentang Jaminan Fidusia belum dilaksanakan sepenuhnya khususnya ayat 
(2) maka pasal 32 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
menegaskan sebagai berikut : Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi 
terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusiadengan cara yang 
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 
danpasal 31, batal demi hukum. 
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Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di PT.Adira Dinamika Multi Finance Kota 
Jayapura sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 
Tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dalam hal cara eksekusi terhadap 
benda yang menjadi objek jaminan fidusia belum dilaksanakan sebagaimana 
semestinya. Sehingga akibat dari pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 
Jaminan Fidusia belum dilaksanakan sepenuhnya khususnya ayat (2) maka 
pasal 32 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menegaskan 
sebagai berikut : Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang 
menjadi obyek Jaminan Fidusiadengan cara yang bertentangan dengan 
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